No. 1, 2006

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH
TAHUN 2006 NOMOR : 126

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

Menimbang : a.

4]

NOMOR 01 TAHUN 2006
TENTANG
NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAI'UKU TENGAH,

bahwa didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2005 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa atau yang disebut
dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas-batas wilayah, berwenang untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat
istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang Undang Nomor

32 Tahun 2004 terscbut, Pomerintah Provinsi Maluku telah
menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun
2004 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan
Masyarakat Hukum Adat Dalam wilayah Pemerintahan Provinsi
Maluku;

- bahvia Negeri sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dalam

k_en';rdtaannya sejak dari dahulu kaia hingga saat ini masih terus
hisup, tumiuh, berkembang dan diperiahankan didalam pergaulan
hidup masyarakat di Kabupaten Maluku Tengah;

. bahwa hukum adat. yang didalamnya mengatur tentang Negeri

sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Kabupaten Maluku
fengan adalah merupakan hukum yang hidup, terus dikembangkan
dan dipertahankan, karena itu dapat digunakan sebagai pedoman
dalam menyusun psmerintahan desa di Kabupaten Maluku Tengah,
karena ;ﬁdak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
nasional;

- bahwa dengan dimekarkannya Kabupaten Seram Bagian Barat dan

Kabupaten Seram Bagian Timur, terlepas dari Kabupaten Maluku
TQHG?P! sebzgai Kabupatan induk, mzaka masvarakat Maluku Tengah
borkeiiginan untuk segera menetapkan Neaeri sebagai kesatuan
Masyarakat hukum adat di Kabupaien Maluku Tengah untuk
menggantikan Desa yana dikenal sebelumnya berdasarkan Undang
Undang Momor 5 Tahun 1979;




Mengingat

it (5

. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a s/d e diatas, Negeri

sebagai kesatuan Mmasyarakat hukum adat o Kabupaten Maluku
Tengah periy ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Maluku Tengah,

Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan

Daerah Swatantra Tingkat || Dalam Wilayah Propinsi Maluku
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 131,
Tambahan Lembaran Negara Ropublik Indonesia Nomor 1645).

Tenggara Barat (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3896),

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan
Kabupaten Kepulauan Aru Di Propinsi Maluky (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomer 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4350).

AUndang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Pemndang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Nagara
Republik Indonesia Nomor 4389). -

: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintak Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana teizh diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Noimor 3  Taphun 2005 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2304 tentang Pemerintahan
Caerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2005 Nomeor
33, Tamnahan Lembaran iNegara Normor 4493) yang ieiah ditetapkan;
dengar Undang~Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembzran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan iermbaran Negara
Republik indonesia Nomer 4548).

.Una‘ang-Undang Nemor 33 7ahun 2004 tentang Perimbangar -

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Renublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambzhan Lembaran Nagara Repub!ii Indonesia Nomor 4438).

- Peraturan Pemerintzh Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenanga,

Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Dasrah Otonom
(Lembaran Negara Rapubiik Indonesia Tahun 2000, Nomer 39852,
Tambahar Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952).

- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan

Pengawasan  Atas Penvelenggaraan Pemerintahen  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090),

i ‘ 2001 tentang

h  Nomor 52 Tahun ‘

i e r’:ea{:e$3;aas Pembantuan (Lembaran Negara Republik

Pndonmyeal:;gg‘?ahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
:-'vchub"k Indonesia Nomor 41086).

2005 tentang Desa
intah Nomor 72 Tahun

poriel l;em:nmn Republik Indonesia Tahun 2005 Non;or 158,
(TLemti:r:: Le:':gbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).

am

i tentang Kelurahan
h Nomor 73 Tar_mun 2005
11'Eii%::npa?geanr:taRepubﬁk Indonesia Tahun 2005 Nomor 159,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588).

n

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahunaigg;jt ﬁzt;urﬁ

12.Pe tapan Kembali Negeri Sebagai Kesat:uap Masyk s
ig:: Dpaaiam Wilayah Pemerintzchan Provinsi Maluku yiv]

Daerah Provinsi Maluiu Tahun 2005 Nomor 14).

Dengan Persetujuan Bersama
ENGAH
DEWAN FERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU T
dan

BUPATI MALUKU TENGAH

MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TENTANG
NEGERI
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Caerah ini yang dimaksudkan dengan :
1. Pamerintah adalah Pemerintan Republik indonesi:,
= h Kabupaten Maluku Tengah.
3. mnt:';:z:amlah F'::nerintah Daarah Kabupater‘l Maluku T::;:paﬁ_
* Kepala Dagrah adalah Bupati Maluku Tcngah, yang selanjutrya dise e -
> Dewan Perwakilon Rakyat Daerah, selarjutnya disingkat DPRD adal
Pervakilan Rakyat Daerzh Kabupaten fMaluku Tengah. ‘
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tange
7 Poraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kabupaten Maluku Tenq’,}ah,h
% Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupat Kabupaten Maluku Tengah.



9, Peraturan Negeri adalal, peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Pemerint,,
NegeriNegeri Administratif bersama Saniri Negeri atau Badan Permusyawarat,
Negeri.

10. Keputusan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif adalah keputusan Kepg,
Pemerintah NegeriMegeri Administratif. [

11. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.

12. Camat adalah kepala pemerintahan wilayah Kecamatzn.

13. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten.

14. Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat geneologis territoriy
yang memiliki batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus kepentinga,
masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat berag;
di Kabupaten Maluku Tengah yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintaha;
Negara Kesatuan Repubiik indonesia;

15. Pemerintahan Negeri acalah prenyelenggaraan urusan pemerintahan ¢l
pemerintah Negeri dan Saniri Negeri dalam mengatur dan mengurus kepentinga:
masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat dan
diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republi
Indoricsia.

16. Pemerintah Negeri adalah Kepala Pemerintah Negeri aan perangkat pemerintah
Negeri sebagal unsur penyelenggaraan pemerintahan Negeri;

17. Negeri Administiatif adalah kesatuan masyarakat hukum diluar Negeri geneologis
yang memiliki wewenang melaksanakan urusan pemerintahan Desa sebagaiman:
diatur dalam ketentuan perundang undangan yang berlaku;

18. Pemerintahan Negeri Administratif adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
cleh pemerintah Negeri dan Badan Permusyawaratan Negeri dalam mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat sesual keteniuan perundangan
undangan yang beraku, diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negarz
Kesatuan Republik Indonasia;

19. Pemeriniah Negeri Administratif adalah Kepala Pemerintah Negeri Administratif dan
perangkat pemerintah Negeri Administratif sebagai unsur penyelenggaraan
pemerintahan Negeri;

20. Raja atau vang disebit dengan nama lain adalah Gelar kepalz kesatuan masvaraks
hukum adat dan pemerintahan yang mernimpin Megeri;

21. Saniri Negeri adalah lembage/badan yang merupakan perwujudan demckrasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan Megeri dan sebagal unsur penyelenggar:
pemerintanan Neger, berfungs! sabagal badan legislatf yang bersana-sama kepalé
pomerintah Negeri membentuk Peraivian Negeri, mengawasi pelaksanaan tugas
dari kepala pemerintah Negerl serta merupakan badan yang mendampingi kepala
pemarintah Negeri dalam memimpin Negeri, sesuai tugas dan wewenang yang

- gimilikinya;

22 Badan Permusyawaratan Negeri adalah lembaga yang merupakar perwujudan
demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dibentuk ditingkat
pemerintahan Negeri Administratif dan merupakan unsur penyelenggaré
pemerintahan Negeri Administratif;

=

23. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat di
NegeriNegeri Administratif sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra
pemerintah Neger/Neger Administratif dalam memberdayakan masyarakat;

24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri selanjutnya disingkat APB Negeri adalah
roncana keuangan tahunan pomenntahan Negeri/Negeri Adminisiratif yang dibahas
dan disetujui bersama oleh Pemszrintah Negeri/Negeri Administartif dan Saniri
Negeri atzu Badan Permusyawaratan Negeri dengan Peraturan Negeri/Negeri
Administratif;

25. Alokasi Dana Negeri adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten
untuk Negeri/Negeri Administatif yang bersumber dari bagian dana perimbangan
keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten;

26. Wilayah Pewanan adalah wilavah yang berdasarkan hukum adat di Maluku Tengah
berada dibawah kekuasaan Negeri yang mencakup wilayah darat dan laut;

27. Wilayah administrasi pemerirtahan adalah wilayah yang berada dalam wilayah
petuanan Negeri, dan ditstapkan untuk menunjang penyelenggaraan administrasi
pemerintahan Negeri/Negeri Administartif,

BAB I
KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
Bagian Pertama
Negeri
Pasal 2

iHegeri sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum aaat terbentuk berdasarkan sejarah
dan asai usul, berfungsi untuk mengatur maselah adat istiadat, hukum edat serta
budayes masyarakat setempat dan menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku;

Pasal 3
(1) Negeri dipimpin oleh secrang Kepala Pemerintah Negeri dengan gelar Raja atau
dizebut dengan nama lain sesuai adapt istiadat, hukum adapt dar budaya sstempat,

(2) Jataton Kepala Pemerirtahan Negeri merupakan hak dari matarumaniketurunan
tertentu berdasarkan garis keturunan lurus dan tidak dapat dialihken kepada pihak
lain, kecuali dalam hal-hal khusus yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawaran
matarumah/keturunan yang berhak barsama Saniri Negeri.

Eagian Kedue
Negeri Adminictratif
Pasal 4

(1) Negeri Administratif merupakan kesatuan masyarokat hukum diluar masyarakat
hukum geneologis yeng memiliki batas-batas wilayah, berfungsi mengatur aan
mengurus kepentiigan masyarakat dan menyelenggerekan tugas tuges
pemerintahan, sesuai ketentuar, parundang undangan yang berlalwu.



(2) Negeri Administratif hanya dapat dibentuk diluar wilayah petuanan Negeri setelah
memenuhi syarat yang ditentukan oleh ketentuan perundang undangan yang
narlaku.

ri Administarif dapat dibentuk didalam wilayah petuanan Negeri setelar'!

4 :‘eel?:gian wilayah petuanan Negeri dilepaskan uieh Negeri untuk membentuk Negeri
Administratif, dan setelah memenuhi syarat vang ditentukan oleh peraturan
perundang undangan yang berlaku.

(4) Pelepasan bagian Petuanan Negeri untuk pembentukan Negeri Admipistratrr
dilakukan berdasarkan Musyawarah Negeri dan atas persetujuan Saniii Negerl.

(5) Desa desa yang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini berada dalam wilayah
Petuanan Negeri, dimana bagian dari wilayah petuanan Negeri tarsebut _seb_e!umnya_
telah diiepaskan oleh Negeri yang bersangkutan ditetapkan menjadi Negeri
Administratif.

Pasal 5

Negeri Admistratif dipimpin oleh Kepala Pemerintahan Negeri Administratif yang
memenuhi syarat untuk iiu;

Bagian Ketiga

Syarat Dan Tatacaia Pengangkatan
Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif

Pasal 6

(1) Kepala Pemerintah Negeri/Pemerintah Negeri Administratif ditetapkan melalui
pengengkatan atau pemiiihan;

(2) Untuk dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai Kepala Pemerintah Negeri/Negeri
Administratif, harus memenuhi persyaratan :

a Woarga Nagera Indonesia;

b. Bertaqwa kesada Tuhan Yang Maha Esa;

c. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Unidang-Undang Dasar Nagar_a
Ropublik Indonesia Tahun 1945 dan kopada Nogara Kesatuan Ropublik
indonesia serta Pemerintah.

=

saderajat;

Berusia paling rendan 25 tahun, dan setinggi-tingginya 60 tahun;

Barsedia dicaionkan menjadi Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administraii;

Penduduk Negeri/Negeri Administratif,

Tidak pernah dihukum, karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan

hukuman paling singkat S tahun;

i. Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan Keputusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap;

. Memenuhi syarat lain yang ditetapkan untuk itu;

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayai (2) hurui j diatur lebih
lanjut dalam Peraturan Dacrah.

sa "o

Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau’

(4) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus memperhatikan
dengan sungguh sungguh hak asal usul adat istiadat dan budaya setempat.
Bagian Keempat
Masa Jabatan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif
Pasal 7

(1) Masa Jabatan Kepala Pemerintah Negeri ditetapkan sesuai adat istiadat, hukum
adat dan budaya setempat;

2) N!asa jabatan Kepala Pemerintah Negeri Administratif adalah 6 tahun dan dapat
dicalonkan/dipilih kembali untuk satu masa jabatan berikutnya,

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Daerah.

Bagian Kelima
Pemekaran

Pasal 8

(1) Dalam wilayah petuanan Negeri tidak diperkenankan untuk membentuk Negeri baru,
kecuali untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 4 ayat (3) dan ayat (5).

(2) Untuk memperpendek rentang kendali penyelenggaraan tugas tugas Pemerintahan
Negeri dalam suatu Negeri, berdasarkan kendisi wilayah dan kebutuhan pelayanan
kepada masyarakat, dapat dibentuk kempung Sebacai wilayah bawahan Negeri
yang dipimipin olch seorang Kopala Kampung atas persetuiuan Saniri Nogeri.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud daiam ayat (2) diatur icbih lanjut dengan
Peraturan Neger.

(4) Peraturan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus memperhatikan
dengan sungguh-sungguh hak asal usul, adat istiadat dan budaya setempat.

Paszl 9

?ﬁ'avah Negeri bawahan yang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dikenal
D:"'ilafl dusun yang telah ditetapkan menjadi desa difinitif dengan berlakunya Peraturan
©fah Irii berunah statusnya meniadi Negeri Administrati. i

Bagian Keenam
Perubahzn Status Menjadi Kelurahan
Pasal 10
() Keluruhan dapat dibentuk di ibkota Kabupaton atau ibukots Kecamatan.

(2 Paga Wilayah ibukota Kabupaten atzu Kacamatan, sebagian atau seluruh bagian
m.n'ﬂilayah Negori/Negeri Administratif dapat diubah atau disesuaikan statusnya
Admllml kelurahan harus berdasarkan prakarsa Pemerintah Negeri/Nogeri

Nistratif bersama Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri dengan

kan pendapat dan saran masyearakat setempat serta menurut ketentuan
p"‘“‘nng undangan yang beriaku.



(3) Perubahan status sebagian atau seluruh wilayah Negeri/Negeri Administratif
menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan
persyaratar
a. luas wilayah;

b. jumiah penduduk;

c. prasarana dan sarana pemerintahan;
d. potersi ekonomi, dan;

e. kondisi sosial budaya masyarakat.

(4) Sebagian atau seluruh wilayah Negeri/Negeri Administartif yang berubah menjadi
Kelurahan, Lurah dan perangkatnya diisi dari pegawai negeri sipil.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan status atas sebagian atau seluruh
wilayah Negeri/Negeri Administartif menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud
dalam avat (2) dan (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman
kepada peraturan perundang undangan yang borfaku.

(6) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) harus memperhatikan
dengan sungguh sungguh hak asal usul, adat istiadat, hukum adat dan budaya
setempat.

Pasal 11

(1) Sebagian atau seluruh wilayah Negeri/Negeri Administratif vang berubah statusnya
menjadi kelurahan, kekayaannya menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh
kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat sstempat.

{2) Pendanaan sebagai akibat perubahan status sebagian atau seluruh wilayah
Negeri/Negeri Administratif menjadi kelurahan dibebankan pada Anggsran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB il
KEWENANGAN NEGERINEGERI ADMINISTRATIF

Pasal 12
(1) Urusan pemerintahan yang menjadi kewanangan Negeri, mencakup:

a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak, asai usul dan hukum
adat seterpat.

b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan
pengaturannya kepada Negeri.

¢. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pcmerintah Provinsi, Gan atau Pemerintah

Kabupaten;
d. Urusan pemerintahan lainnya yang cleh peraturan perundang-undangan
diserahkan kepada Negeri;

(2) Urusan pemarintahan yang mernjadi kewenangan Nogeri Administratif adalah urusan
sebagaimana dimalsud dalam ayat (1) huruf b, huruf ¢ dan huruf d.

Pasal 13

(1) Urusan permeri intahan yang suda}a ada berdasarkan hak asal usul dan hukum adat
setempat, diusulkan oleh Negeri sebagai urusan otonomi asli kepada Bupati dan
ditetapkan dengan Kegutusan Bupati.

@) pgmbiqyaan dan p_enyelenggaraan urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dibiayai oleh Negeri sebagai konsekuensi dari penyelenggaraan otonomi asli.
Pasal 14

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten vang diserahkan
pengaturannya kepada Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal
12 huruf b adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan
pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 15

(1) Jenis urusan yang diserahkan dalam hubungannya dengan penyelenggaraan
urusan pemerintahan oleh NegeriNegeri Administartif ssbagaimana dimaksud

dalam pasal 12 hurif b, huruf ¢ dan huruf d ditetapkan lebi .
Peraturan Daerah. P bih lanjut dengan

2) Penyc_erah:ean urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disertai dengan
pembsgyaan yang ‘;eias' sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dari
Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten.

(3) Negeri/ N_ egeri ‘Administratif berhak menolak melaksanakan penyerahan urusan
;ebagalmana _dlmaksud dalam ayat (2) yang tidak disertai dengan pembiayaan yang
jelas, sarana dan prasarana serta sumbar daya manusia.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
Eagian Kesatu
Umum
Pasal 16

(1) Penyelenggaraan pemerintahan  dilakukan  oleh intaj legeri
‘enggaraan rintaha { pernarintanan  Negeri dan -
Pemsrintahan Megeri Administratif. ™

(2) Pemerintahan Negeri terdiri dari pemerintah Negeri dan Saniri Negeri.

(3) Pemerintahan Negeri Adminictartif terdiri dari Pemeri : s ;
= e t=h Negeri A
_Badan Permusyawaratan Negeri. i en Administratif dan

Bagian Kedus
Pemerintah Negeri
Pasai 17

(1) Pemerintah Negeri terdir
% egeri terdiri darl Kepala Pemerintah i :
Negeri lainnya. o Negeri, dan perangkat pemerintah



